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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / 00t /4i5.43/ 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Menimbang : a. Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib yang berhak diperoleh setiap wajib pajak
secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan
publik untuk meningkatkan pendapatan daerah;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan = penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan
Standar Pelayanan;

c. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana
yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu
menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

6. Perda Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor S50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang;
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9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang

10.Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020
tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;

Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jombang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2);
Pelayanan Pajak Hotel;
Pelayanan Pajak Restoran;
Pelayanan Pajak Hiburan;
Pelayanan Pajak Reklame;
Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Umum dan Non
Umum;

7. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Pelayanan Pajak Parkir;
0.
1
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Pelayanan Pajak Air Tanah;
0. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi:Jombang
Pada tanggal : 01 Januart 2023
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Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor : 973 / 00y 4\ .43/ 2023
Tanggal : 02 Janvari 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

A. PENDAHULUAN
1. Visi
“TERDEPAN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
YANG TRANSPARAN PROFESIONAL DAN AMANAH”

2. Misi :1. Membangun dan mengembangkan Badan Pendapatan

Daerah menjadi Institusi yang Profesional;

1. Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat
serta dunia usaha dalam optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah

2. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebagai
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem data dan
informasi serta manajemen Pendapatan Daerah

3. Jenis-Jenis Pelayanan

1) Pelayanan Pendaftaran Objek PBB P2 Baru, Mutasi,
Pemecahan, dan Penggabungan SPPT Secara Perorangan;

2) Pelayanan Pendaftaran Objek PBB P2 Baru, Mutasi,
Pemecahan, dan Penggabungan SPPT Secara Kolektif

3) Pelayanan Pendataan Individual Objek PBB P-2;

4) Pelayanan Penghapusan SPPT PBB-P2 Secara Perorangan
dan Kolektif

5) Pelayanan Salinan SPPT PBB-P2

6) Pelayanan Pajak Reklame;

7) Pelayanan Pajak Air Tanah;

8) Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan
Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir Secara Langsung;

9) Pelayanan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir Secara Elektronik;

10) Pelayanan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Denda (Administratif);

11) Pelayanan Permohonan Kompensasi (Lebih Bayar/ Dobel Bayar);

12) Pelayanan Permohonan Restitusi karena Lebih Bayar;

13) Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak PBB-
P2 (Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI/ TIDAK MAMPU/
VETERAN/ JANDA atau DUDA VETERAN/ BADAN);

14) Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak
Daerah Lainnya (selain PBB-P2 dan BPHTB)

15) Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak/
Pembayaran Pajak Secara Angsuran Pajak Lainnya (selain
PBB-P2 dan BPHTB)

16) Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran
Pajak/Pembayaran Secara Angsuran PBB P2

17) Pelayanan Penyuluhan Pajak Daerah

18) Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Surat Keterangan
Bebas BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB

19) Pelayanan Permohonan Keringanan BPHTB



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / 00t / 45.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pendaftaran Objek PBB-P2 Baru, Mutasi, Pemecahan dan
Penggabungan SPPT Secara Perorangan

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan Pelayanan

1. Obyek Baru

2. Mutasi

3. Pemecahan

Permohonan kurang dari 10 output tiap
pemohon.

1) Foto copy KTP/KK

2) Foto copy SPPT tetangga kanan dan
kiri

3) Surat Kuasa (dalam hal permohonan
dikuasakan)

4) SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani

5) Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain:
- Sertifikat
- Akta Jual Beli
- Akta Waris
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Bukti Pendukung Lainnya
6) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

1) Foto copy KTP / Kartu keluarga

2) SPPT dan tanda bukti pembayaran
(STTS) PBB tahun terakhir

3) SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani

4) Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain :
- Sertifikat
- Akta Jual Beli
- Akta Waris
- I[jin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Bukti Pendukung Lainnya

5) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

1) Foto copy KTP / Kartu keluarga

2) SPPT dan tanda bukti pembayaran
(STTS) PBB tahun terakhir

3) SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani

4) Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain :
- Sertifikat




4. Penggabungan

- Akta Jual Beli
- Akta Waris
- ljin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Bukti Pendukung Lainnya
S) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

1) Foto copy KTP / Kartu keluarga

2) SPPT dan tanda bukti pembayaran
(STTS) PBB tahun terakhir

3) SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani

4) Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain :
- Sertifikat
- Akta Jual Beli
- Akta Waris
- [jin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Bukti Pendukung Lainnya

5) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Keterangan:

1) Wajib Pajak membawa persyaratan

2) Petugas Loket Pelayanan menerima
dan meneliti kelengkapan syarat
permohonan.

3) Menginput data permohonan Wajib
Pajak ke aplikasi pelayanan dan
output yang dihasilkan adalah lembar
tanda terima.

4) Menyerahkan lembar PST kepada WP
dan menjelaskan informasi yang ada
dalam PST seperti perkiraan selesai
permohonan dan output permohonan.

Verifikator
1) Verifikator meneliti kebenaran dan
kejelasan pengisian formulir SPOP
dan LSPOP.

Input Data
1) Menginput data ke aplikasi PBB

Bidang Penetapan
1) Penetapan PBB

Bidang Penagihan
1) Menyerahkan SPPT tercetak kepada
WP

Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Layanan Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1) SPPT PBB-P2;
2) SK. NJOP.




Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
a. Telepon (0321-873331)
b. WhatsApp : 081232738004 /8005
c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
€. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pajak Daerah.

2. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Cara
Pemungutan PBB Perdesaan dan
Perkotaan

Sarana dan Prasarana
dan/atau Fasilitas

[a—

Ruang tunggu dengan pendingin
ruangan

Meja dan kursi

Mesin Antrian

Komputer

Printer

Jaringan internet

Pesawat telepon

Mesin cetak SPPT

Alat tulis
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Kompetensi pelaksana

[

Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;
Pegawai yang memiliki pengetahuan
di bidang pelayanan, penilaian, dan
administrasi;

3. Pegawai yang memiliki keterampilan
mengelola data dan informasi;

4. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan;

5. Pegawai yang mampu

mengoperasikan komputer.

£

Pengawasan internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga
di tingkat Kepala Badan Pendapatan
Daerah Jombang;

2. Dilakukan sistem pengendalian

internal pemerintah dan pengawasan

fungsional oleh Inspektorat; dan

Dilakukan secara berkelanjutan.

&«

Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan minimal 1 orang
Verifikator minimal 1 orang
Petugas input data minimal 1 orang
Petugas cetak minimal 1 orang
Petugas penagihan minimal 1 orang

O B R0

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.




Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

. Informasi yang diberikan dijamin

keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

. Petugas yang memberikan data dan

informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan evaluasi kinerja

pelaksana dilakukan secara rutin
dan evaluasi minimal 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun; dan

. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : OL Jdawuari 2023

KEPALA -BADAN PENDAPATAN
DAERAHKABUPATEN JOMBANG

\\. Pe@ma,fUtama Muda
NIP“19691002 198903 1 002



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 /_ OOt / 415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pendaftaran Objek PBB-P2 Baru, Mutasi, Pemecahan dan
Penggabungan SPPT Secara Kolektif

NO.

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan Pelayanan

1. Obyek Baru

2. Mutasi

Permohonan masuk dalam kolektif apabila:
@® Diajukan oleh satu pihak

@® Jumlah output permohonan lebih

1)
2)

3)
4)

S)

6)

3)

4)

dari 10

Foto copy KTP/KK
Foto copy SPPT tetangga kanan dan
kiri
Surat Kuasa (dalam hal permohonan
dikuasakan)
SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani
Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain:

@ Sertifikat

@ Akta Jual Beli

@ Akta Waris

@® Jjin Mendirikan Bangunan

(IMB)

@ Bukti Pendukung Lainnya
Surat Keterangan Kepala
Desa/Lurah

Foto copy KTP / Kartu keluarga
SPPT dan tanda bukti pembayaran
(STTS) PBB tahun terakhir

SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani

Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain :

- Sertifikat

- Akta Jual Beli

- Akta Waris

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)




3. Pemecahan

4. Penggabungan

S)

3)

4)

S)

1)
2)

4)

S)

- Bukti Pendukung Lainnya
Surat Keterangan Kepala
Desa/Lurah

Foto copy KTP / Kartu keluarga
SPPT dan tanda bukti pembayaran
(STTS) PBB tahun terakhir

SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani

Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain :

- Sertifikat

- Akta Jual Beli

- Akta Waris

- jin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Bukti Pendukung Lainnya

Surat Keterangan Kepala
Desa/Lurah

Foto copy KTP / Kartu keluarga
SPPT dan tanda bukti pembayaran
(STTS) PBB tahun terakhir

SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan
ditandatangani

Foto copy salah satu surat tanah dan
bangunan, antara lain :

- Sertifikat

- Akta Jual Beli

- Akta Waris

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Bukti Pendukung Lainnya

Surat Keterangan Kepala
Desa/Lurah

Sistem Mekanisme

Keterangan :
Pelayanan

1)

2)

3)

4)

S)

Petugas Loket Pelayanan menerima
dan menghitung jumlah berkas serta
meneliti kelengkapan syarat
permohonan.

Berkas yang lebih dari 10 diberi
tulisan “KOLEKTIF” pada map.
Menginput data permohonan Wajib
Pajak ke aplikasi pelayanan dan
output yang dihasilkan adalah
lembar tanda terima.

Jumlah lembar tanda terima berkas
kolektif hanya satu.

Menyerahkan lembar tanda terima
kepada WP dan menjelaskan
informasi yang ada dalam PST seperti
perkiraan selesai permohonan dan
output permohonan.




Verifikator

1) Verifikator meneliti kebenaran dan
kejelasan pengisian formulir SPOP
dan LSPOP

2) Berkoordinasi dengan pihak desa
untuk konfirmasi permohonan.

3) Rekapitulasi data pemohon sesuai
dengan format

4) Mengupload data pada aplikasi PBB

S) Membuat rekap harian pelayanan
dan mengarsipkan berkas

Bidang Penetapan
1) Penetapan PBB

Bidang Penagihan
1) Menyerahkan SPPT tercetak kepada
WP

Jangka Waktu Pelayanan | Maksimal 30 (Tiga puluh) Hari Kerja

Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (gratis)
Produk Pelayanan 1) SPPT PBB-P2
2) SK. NJOP
Penanganan Pengaduan, 1. Pengaduan Langsung melalui
Saran dan Masukan Pelayanan Bapenda Kabupaten
Jombang;

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
a. Telepon (0321-873331)
b. WhatsApp : 081232738004 /8005
. emalil : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
€. Kotak Saran

PENG

ELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pajak Daerah.

2. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pemungutan
PBB Perdesaan dan Perkotaan

(=)

Sarana dan Prasarana Ruang tunggu dengan pendingin
dan/atau Fasilitas ruangan

Meja dan kursi

Komputer

Printer

Jaringan internet

Pesawat telepon

Mesin cetak SPPT

Alat tulis

PN ALN

[

Kompetensi pelaksana Pegawai yang memiliki pengetahuan

peraturan perundang-undangan;




2. Pegawai yang memiliki pengetahuan
di bidang pelayanan, penilaian, dan
administrasi;

3. Pegawai yang memiliki keterampilan
mengelola data dan informasi

4. Pegawai yang mampu
menyampaikan informasi secara
lengkap, terbuka, bertanggung
jawab, serta santun kepada pihak
yang memerlukan;

S. Pegawai yang mampu
mengoperasikan komputer.

Pengawasan internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga
di tingkat Kepala Badan Pendapatan
Daerah Jombang;

2. Dilakukan sistem pengendalian

internal pemerintah dan

pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

Dilakukan secara berkelanjutan.

e

Jumlah Pelaksana

Petugas pelayanan minimal 1 orang
Verifikator minimal 1 orang
Petugas input data minimal 1 orang
Petugas cetak minimal 1 orang
Petugas penagihan minimal 1 orang

F B8 o

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja
pelaksana dilakukan secara rutin
dan evaluasi minimal 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 061 Januaci 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NIP’T@691002 198903 1 002




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / Co1 /415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pendataan Individual Objek PBB P-2

No.

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN

(Service Delivery)

Persyaratan
Pelayanan

1)
2)

3)
4)
S)

6)
7)

Foto copy KTP;

Surat Kepemilikan Surat Tanah yang
dilegalisir;

Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB);
Legalitas Dokumen lainnya seperti Akta
Jual Beli;

Foto copy Site Plan;

Surat Keterangan dari Desa/kelurahan

Sistem Mekanisme

Keterangan :

1)

A.

1)
2]
3)

4)

1)

2)
3)

2)

WP mengajukan permohonan untuk
perubahan data pada SPPT

Persiapan
Mengidentifikasi data Objek Pajak di

aplikasi pelayanan PBB

Membuat surat pemberitahuan
pemutakhiran data disertai dengan
permohonan kelengkapan berkas
Mengirimkan surat kepada subjek pajak
Melaporkan rencana pemutakhiran data
kepada atasan untuk selanjutnya
diberikan surat tugas

. Pekerjaan Lapangan

Melakukan pendataan lapangan di lokasi
Objek Pajak

Mengisi SPOP dan LSPOP

Melakukan konfirmasi pada pihak Desa
atas letak SPPT yang berada di lokasi
Objek Pajak

. Pekerjaan Kantor

Menyusun laporan hasil pendataan
lapangan
Melakukan penilaian sesuai data di




lapangan

3) Membuat laporan hasil penilaian

4) Melakukan entri data hasil penilaian ke
aplikasi PBB dan pemutakhiran peta

S) Melaporkan kepada atasan hasil penilaian

D. Bidang Penetapan
1) Penetapan PBB
2) Mencetak SPPT

E. Bidang Penagihan
1) Menyerahkan SPPT tercetak kepada WP

4. Estimasi Selesai Maksimal 30 (Tiga puluh) Hari Kerja

S. Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (gratis)

6. Produk Pelayanan SPPT PBB-P2

7: Penanganan 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Pengaduan, Saran Bapenda Kabupaten Jombang;
dan Masukan 2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak
Daerah;

2. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemungutan PBB
Perdesaan dan Perkotaan.

Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
Meja dan kursi

Mesin Antrian

Komputer Printer

Jaringan Internet

Pesawat Telepon

Mesin Cetak SPPT

Alat Tulis

2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

96 (U O CH g B8 301 1=
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3. Kompetensi Pegawai yang memiliki pengetahuan

pelaksana peraturan perundang-undangan;

. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan, penilaian, dan
administrasi;

3. Pegawai yang memiliki keterampilan

mengelola data dan informasi;

4. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan;

S. Pegawai yang mampu mengoperasikan
komputer.

N




Pengawasan
internal

“w

. Dilakukan secara berjenjang hingga di

tingkat Kepala Badan Pendapatan Daerah
Jombang;

Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh Inspektorat; dan

Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah Pelaksana

S o L0 R

Petugas pelayanan minimal 1 orang
Verifikator minimal 1 orang
Petugas input data minimal 1 orang
Petugas cetak minimal 1 orang
Petugas penagihan minimal 1 orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1.

Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

. Petugas yang memberikan data dan

informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 01 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

1A , Bos.,IMM.
Pen;bma Utama Nluda
NIP 19691002 198903 1 002







LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / 00t / 415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Penghapusan SPPT PBB-P2 Secara Perorangan dan Kolektif

NO.

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

Persyaratan Pelayanan

1) Asli SPPT PBB yang diajukan

Penghapusan;

2) Fotocopy KTP WP (Perorangan);

3) Fotocopy KTP Kepala Desa (Kolektif);
4) Surat Kuasa (dalam hal dikuasakan);
5) Dokumen pendukung alasan

pembatalan:
a. Surat pernyataan kepala desa
(bermaterai);
b. Surat Keterangan dari Desa/
Kelurahan

Sistem Mekanisme

Waijib Pajak mengajukan
permohonan penghapusan
SPPT PBB-P2 dengan
membawa persyaratan
fcngkap

Petugas Layanan meerima dan memverifikasi berkas
pengajuan dari WP dan membuatrekap atas pengajuan
Penghapusan

Berkas diserahkan kepada Bidang Penagihan dan Pelaporan

. Subbid Penagihan/Pelaporan

Kasubbid Penagiha/Pelaporan menunjuk Petugas untuk

melakukanvenfikasi [apangan atas Obyek PBB P-Z yang

diajukan Penghapusan oleh WP yang dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan

Petugas membuat SK Kepala Badan atas permohonan

Penghapusan SPPT PBB-P2 yang diajukan oleh WP diterima

atau ditolak

1) Wajib Pajak mengajukan permohonan

Penghapusan SPPT PBB-P2 dengan
membawa persyaratan lengkap;

2) Petugas Layanan menerima dan




3)

4)

S)

6)

memverifikasi kelengkapan berkas
yang dibawa oleh WP;

Petugas Layanan menyerahkan berkas
kepada Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan/
Pelaporan

Kasubbid Penagihan/Pelaporan
menginstruksikan petugas untuk
melakukan verifikasi lapangan atas
Objek PBB-P2 yang diajukan
Penghapusan oleh WP;

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
Petugas membuat SK Kepala Badan
terkait persetujuan atau penolakan
permohonan Penghapusan SPPT PBB-
P2 yang telah diajukan oleh WP.

3. |Jangka Waktu Maksimal 6 (Enam) Bulan
Pelayanan
4. | Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (gratis)
5. | Produk Pelayanan 1. SK Kepala Badan
6. | Penanganan 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan

Pengaduan, Saran dan
Masukan

2.

Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
€. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak
Daerah;

. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Cara Pemungutan PBB
Perdesaan dan Perkotaan.

Sarana dan Prasarana
dan/atau Fasilitas

-

R R il o

Ruang tunggu dengan pendingin
ruangan

Mesin Antrian

Meja dan kursi

Komputer

Printer

Jaringan internet

Pesawat telepon

Mesin cetak SPPT

Alat tulis

Kompetensi pelaksana

—

o

. Pegawai yang memiliki pengetahuan

peraturan perundang-undangan;
Pegawai yang memiliki pengetahuan di




. Pegawai yang memiliki keterampilan

. Pegawai yang mampu mengoperasikan

bidang pelayanan, penilaian, dan
administrasi;

mengelola data dan informasi
Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan;

komputer.

Pengawasan internal

3.

. Dilakukan secara berjenjang hingga di

. Dilakukan sistem pengendalian

tingkat Kepala Badan Pendapatan
Daerah Jombang;

internal pemerintah dan pengawasan
fungsional oleh Inspektorat; dan
Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah Pelaksana

Petugas Layanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,

lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1.

. Petugas yang memberikan data dan

Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan evaluasi kinerja

. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

pelaksana dilakukan secara rutin dan
evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun; dan

perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALABADAN PENDAPATAN
nAERAH KMPATEN JOMBANG

1969‘1002 198903 1 002



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 /_00\ / 45.43/ 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Salinan SPPT PBB-P2

NO. KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)
1. | Persyaratan Pelayanan 1) Foto copy KTP / Kartu keluarga

2) Tanda Bukti Pembayaran (STTS) PBB
tahun terakhir

3) Tidak mempunyai tunggakan PBB 5
tahun terakhir ( dikeluarkan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kab. Jombang)

4) Surat Kuasa ( dalam hal dikuasakan )

S) Surat Pernyataan Kehilangan bermaterai
dari Wajib Pajak

6) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah

2. | Sistem Mekanisme

Wajib Pajak mengajukan
permohonan Salinan SPPT

PBB-PZ dengan membawa
persyaratan lengkap

Petugas Layanan meerima dan memverifikasi kelengkapan

berkas pengajuan dari WP

Berkas diserahkan kepada Bidang Penetapan dan
Pengolahan Data cq. Subbid Pengolahan Data

Kasubbid Pengolahan Data menginstruksikan Petugas yntuk
mencetak Salinan SPPt PBB-P2 yang diajukan oleh WP melalui

Loket Layanan

Salinan SPPt PBB-P2 yang telah tercetak diserahkan kepada
Loket Layanan Pengambilan SPPT PBB-P2 untuk kemudian
diserahkan kepada WP

1) Wajib Pajak mengajukan permohonan
Salinan SPPT PBB-P2 dengan membawa
persyaratan lengkap;

2) Petugas Layanan menerima dan
memverifikasi kelengkapan berkas yang
dibawa oleh WP;

3) Petugas Layanan menyerahkan berkas
kepada Bidang Penetapan dan




pengolahan Data cq. Subbid Pengolahan
Data

4) Kasubbid Pengolahan Data
menginstruksikan petugas untuk
mencetak salinan SPPT PBB-P2

5) Petugas Pengolahan Data menyerahkan
SPPT PBB-P2 kepada Loket Layanan
Pengambilan SPPT PBB-P2

6) Petugas Loket Layanan Pengambilan
SPPT PBB-P2 menyerahkan Salinan
SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak

3. |Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 2 Hari Kerja

4. | Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (gratis)

5. | Produk Pelayanan Salinan SPPT PBB-P2
Penanganan Pengaduan, 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Saran dan Masukan Bapenda Kabupaten Jombang;

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
a. Telepon (0321-873331)
b. WhatsApp : 081232738004 /8005
C. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENG

ELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak
Daerah;

2. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemungutan PBB
Perdesaan dan Perkotaan.

—

Sarana dan Prasarana . Ruang tunggu dengan pendingin
dan/atau Fasilitas ruangan

. Mesin Antrian

. Meja dan kursi

. Komputer

. Printer

.Jaringan internet

. Pesawat telepon

. Mesin cetak SPPT

. Alat tulis

OONOUT-h WN
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. Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;

. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan, penilaian, dan
administrasi;

3. Pegawai yang memiliki keterampilan

mengelola data dan informasi

4. Pegawai yang mampu menyampaikan

informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan;

S. Pegawai yang mampu mengoperasikan

Kompetensi pelaksana

N




komputer.

Pengawasan internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
tingkat Kepala Badan Pendapatan
Daerah Jombang;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah Pelaksana

Petugas Layanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEFALABADAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN JOMBANG

« ._AI;' M
BADAN

\ PENDAPATAN

NIl 19691002 198905 1 002




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / OO\ / 4i5.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pajak Reklame

NO.

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1. | Persyaratan Pelayanan
1. Data Baru
1. Fotokopi KTP
2. Mengisi Formulir pendaftaran
3. Jumlah dan ukuran reklame
4. Nomor kontak person
) 5. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak
2. Perpanjangan
1. Mengisi Formulir pendaftaran
2. Jumlah dan ukuran reklame
3. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan
4. Nomor kontak person
S. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak
3. Tutup /
Penghapusan
a. Double
1. SKPD double
b. Penghapusan
karena TUTUP 1. Surat permohonan dari WP atau
Berita acara pemeriksaan lapangan
2. | Sistem Mekanisme

Waijib Pajak datang ke Kantor
Bapenda dengan membawa
persyaratan

Petugas layanan melakukan input
SPTPD Pajak Reklame

SPTPD yangtelah diinput dilakukan penstapan
oleh petugas layanan dan menerbitkan SKPD dan
diserahkan kepada Waijib pajak

SKPD diterima oleh Waijib Pajak dan dibawa ke
loket Bank Jatim untuk dilakukan Pembayaran

SKPD diterima oleh Wajib Pajak dan dibawa
ke loket Bank Iatim untuk dilakukan
Pembayaran

1. Petugas Loket Pelayanan menerima berkas
pelayanan pajak reklame;




ae

CL

Petugas menerima dan memberikan
penjelasan dari formulir;

Petugas segera menginput data-data dan
menerbitkan SKPD;

. Jika data berubah disertai dengan Berita

Acara dilakukan pemeriksaan lokasi;
SKPD segera ditandatangani Kepala Badan
dan  sebelumnya  diparaf Kasubbid
Penetapan;

SKPD didistribusikan/ diberikan kepada
WP;

Pembayaran dilakukan melalui bank/loket
yang telah ditentukan sebelum tanggal
jatuh tempo;

. Pembayaran dapat dilakukan pada loket

BANK JATIM atau melalui perangkat/loket
pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh
pemerintah Kabupaten Jombang dengan
menggunakan kode billing yang tertera
pada SKPD.

3. a. Jangka Waktu 1. Untuk pendaftaran baru proses
Penyelesaian penginputan 30 menit;
berkas 2. Untuk perpanjangan 20 menit persatu
konten reklame.

b. Jangka waktu 1. Untuk data baru proses peninjauan
peninjauan lapangan per-satu konten reklame
lavansst maksimal 2 hari/tergantung lokasi objek;

RESE 2. Untuk lebih dari 2 konten menyesuaikan
jarak lokasi masing-masing objek.
4. |Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (gratis)
S. | Produk Pelayanan 1. Nomor Pendaftaran Wajib Pajak Reklame
(NPWPD)
2. SKPD Reklame
6. | Penanganan 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan

Pengaduan, Saran
dan Masukan

2.

Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

i

Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2020 Kabupaten Jombang tentang
Pajak Daerah

Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

WONODhWON =

Ruang tunggu dengan pendingin ruangan
Mesin Antrian

Meja dan kursi

Komputer

Printer

Jaringan internet

Pesawat telepon

Mesin cetak SPPT

Alat tulis




Kompetensi
pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan, penilaian, dan
administrasi;

3. Pegawai yang memiliki keterampilan
mengelola data dan informasi

4. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan;

S. Pegawai yang mampu mengoperasikan
komputer.

Pengawasan internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
tingkat Kepala Badan Pendapatan
Daerah Jombang;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah Pelaksana

Petugas Layanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkandi:Jombang
Pada tanggal : 01 Januaci 2023

\HARTONO,/§ :
N ™ Eembrna tamalMuda
NIP 19691 02 198903 1 002



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / €0y /415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pajak Air Tanah

NO.

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan
Pelayanan
1. Data Baru

2. Tutup

1. Fotokopi KTP;

2. Fotokopi Surat Izin Pengambilan Air

(SIPA);
3. Mengisi Formulir pendaftaran dan
ditandatangani;

4. Jumlah volume atau kubikasi air yang

digunakan oleh wajib pajak;
5. Nomor kontak person.

1. WP wajib melunasi pajak/tunggakan jika
ada;
. Memeriksa ke lokasi secara langsung;
3. Membuat berita acara penutupan atau
surat pernyataan penutupan sumur.

N

Sistem Mekanisme

Waijib Pajak datang ke

Kantor Bapenda dengan
membawa persyaratan

Petugas layanan melakukan input SPTPD
Pajak Air Tanah

SPTPD yang telah diinput dilakukan penetapan oleh
petugas layanan dan menerbitkan SKPD dan diserahkan
kepada Wajib pajak

SKPD diterima oleh Wajib Pajak dan dibawa ke loket
Bank Jatim untuk dilakukan Pembayaran

SKPD diterima oleh Wajib Pajak dan dibawa ke
loket Bank Jatim untuk dilakukan Pembayaran

1. Petugas Loket Pelayanan menerima
berkas pelayanan Pajak Air Tanah;
2. Petugas memberikan penjelasan dan




persyaratan lain yang harus dilengkapi
oleh Wajib Pajak;

. Petugas segera menginput data-data WP

dan menerbitkan SKPD;
Jika data berubah disertai dengan Berita

Acara dilakukan pemeriksaan lokasi
obyek;

SKPD segera ditandatangani Kepala
Badan dan sebelumnya  diparaf

kasubbid Penetapan;

. SKPD didistribusikan/ diberikan kepada
WP;

. Pembayaran dilakukan melalui
bank/loket  yang telah ditentukan

sebelum tanggal jatuh tempo;

. Pembayaran dapat dilakukan pada loket

BANK JATIM
perangkat/loket
yang ditunjuk oleh pemerintah
Kabupaten Jombang dengan
menggunakan kode billing yang tertera
pada SKPD.

melalui
lainnya

atau
pembayaran

3. | Jangka Waktu 1. Penerbitan NPWPD 30 menit;
Penyelesaian 2. Penerbitan SKPD 30 menit
3. Tanda tangan SKPD 3 hari
4. | Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (gratis)
S. | Produk Pelayanan 1. Nomor Pendaftaran Wajib Pajak Reklame
(NPWPD)
2. SKPD Air Tanag
6. | Penanganan 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan

Pengaduan, Saran
dan Masukan

Bapenda Kabupaten Jombang;

. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id

d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2020 Kabupaten Jombang tentang
Pajak Daerah

Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

[u—y

ol i AR Ll o

Ruang tunggu dengan pendingin
ruangan

Mesin Antrian

Meja dan kursi

Komputer

Printer

Jaringan internet

Pesawat telepon

Mesin cetak SPPT

Alat tulis

Kompetensi

pelaksana

—

2

Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;
Pegawai yang memiliki pengetahuan di




bidang pelayanan, penilaian, dan
administrasi;

3. Pegawai yang memiliki keterampilan
mengelola data dan informasi

4. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan;

5. Pegawai yang mampu mengoperasikan
komputer.

Pengawasan internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
tingkat Kepala Badan Pendapatan
Daerah Jombang;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumlah Pelaksana

Petugas Layanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja

Ditetapkandi:Jombang
Pada tanggal : 02 Januart 2023

KE?ALA ‘BABAN PENDAPATAN
DAERAH HP TEN JOMBANG
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LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / 0O /415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha
Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
Secara Langsung

No Komponen Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1 Persyaratan Wajib Pajak membawa persyaratan sebagai
Pelayanan berikut :
1. Pendaftaran a. Fotokopi KTP

b. Mengisi formulir pendaftaran
c. Surat keterangan/Rekomendasi Usaha
d. Nomor kontak person Wajib Pajak

2. Pelaporan 1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak
bulanan Wajib Daerah)
Pajak 2. Laporan omset usaha/potongan pajak

3. Laporan pemakaian genset dalam satu
bulan untuk Wajib Pajak PPJ Non PLN

2. Sistem dan Waijib Pajak datang ke Kantor

Mekanisme Bapenda dengan membawa
Penyelesaian persyaratan

Petugas layanan melakukan ihput SPTPD
Pajak

Hotel/Restoran/PPJ/ Minerba/Hiburan/Pa‘rkir

Petugas layanan mencetak SPTPDdan
menyerahkannya kepada WP

SPTPD diterima oleh Wajib Pajak dan

dibawa ke loket Bank Jatim untuk
dilakukan Pembayaran

1. Wajib Pajak membawa persyaratan
tersebut di atas kepada bagian loket
pelayanan;

2. Petugas pelayanan menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan Wajib
Pajak;

3. Setelah berkas persyaratan lengkap,




petugas. menginput data Wajib Pajak ke

dalam SIMPADU;

. Data Wajib Pajak yang diinput ke dalam

SIMPADU oleh petugas diterbitkan kartu
NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah) dan surat pengukuhan yang

dikhususkan bagi wp baru sebagai bukti

bahwa WP tersebut telah resmi terdaftar

sebagai Wajib Pajak dan proses

pendaftaran bagi Wajib Pajak yang
mendaftarkan badan usahanya telah

selesai;

. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang

sudah terdaftar, proses dilanjutkan
dengan penerbitan SPTPD yang di
dalamnya tertera besaran ketetapan pajak

yang diperoleh dari perhitungan besaran
laporan omset Wajib Pajak;
. Setelah SPTPD diterbitkan, Wajib Pajak
yang telah memiliki SPTPD dapat
membayarkan pajak usahanya di loket
pembayaran;
Wajib Pajak membayar pajak sesuai
ketetapan pajak yang tertera di SPTPD;

Pembayaran dapat dilakukan pada loket

BANK JATIM atau melalui
perangkat/loket pembayaran lainnya
yang ditunjuk oleh pemerintah

Kabupaten Jombang dengan

menggunakan kode billing yang tertera
pada SPTPD. :

Jangka Waktu
Penyelesaian

. 15 (lima belas) menit untuk WP telah

terdaftar;

. 30 (tiga Puluh) Menit untuk WP baru

(Penerbitan NPWPD);

. 2 (dua) hari untuk Surat Pengukuhan

Wajib Pajak.

Biaya / Tarif

Layanan tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1.

NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerahj;

. Surat Pengukuhan Wajib Pajak;

SPTPD.

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;

Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id

d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN

(Manufacturing)

1

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah 1 Tahun 2020

Kabupaten Jombang Tentang Pajak
Daerah.




Sarana dan Prasarana

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

bl o

Kompetensi Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang operator komputer;

3. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan masalah pajak
daerah;

4. Memiliki kemampuan mengolah data
secara elektronik.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga
ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan/ periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 01 Januari 2023

KE?&;AB}DAN PENDAPATAN

\\p FloAPATA
S
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LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 /_Cov / 45.4¥ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pelaporan Pajak
Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Secara Elektronik

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1 | Persyaratan Pelayanan 1. Laporan omset usaha/potongan
pajak menggunakan E-SPTPD
(Elektronik Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah) pada Aplikasi
SIPAKDE

2. | Sistem dan Mekanisme

Penyelesaian

Waijib Pajak melaporkan omset
usaha/potongan pajak setiap
bulannya secara self-assessment
melalui aplikasi SIPAKDE

WP dapat mencetak E-SPTPD yang berisi
kode billing untuk melanjutkan ke proses
pembayaran

WP dapat melakukan pembayaran pada loket
Bank Jatim atau melalui loket pembayaran

lainnya yang telah ditunjuk oleh Kab.
Jombang dengan menggunakan kode billing
yang tertera pada ESPTPD

1. Wajib Pajak melaporkan omset
usaha/potongan pajak setiap
bulannya menggunakan E-SPTPD
melalui aplikasi SIPAKDE
menggunakan username dan
password yang telah dimiliki;

2. Setelah melakukan entry ke dalam
aplikasi SIPAKDE, WP dapat
mencetak E-SPTPD yang berisi kode
billing untuk melanjutkan ke proses
pembayaran;

3. Wajib Pajak membayar pajak sesuai
ketetapan yang tertertera pada E-
SPTPD;




4.

Pembayaran dapat dilakukan pada
loket BANK JATIM atau melalui
perangkat/loket pembayaran lainnya
yang ditunjuk oleh pemerintah
Kabupaten Jombang dengan
menggunakan kode billing yang
tertera pada E-SPTPD.

Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 15 (lima belas) menit untuk
WP yang telah memiliki username dan
password,;

Biaya / Tarif

Layanan tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

E-SPTPD

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

1.

Pengaduan Langsung melalui
Pelayanan Bapenda Kabupaten
Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui:
a. Telepon (0321-873331)
b. WhatsApp : 081232738004 /8005
c. email ;
bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) :
@bapendajombang
e. Kotak Saran

PEN

GELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

Dasar Hukum

1;

Peraturan Daerah 1 Tahun 2020
Kabupaten Jombang Tentang Pajak
Daerah.

. Peraturan Bupati Jombang No. 83

Tahun 2020 tentang Sistem
Elektronik Pajak Daerah.

Sarana dan Prasarana

W N -

Aplikasi SIPAKDE
Jaringan Internet/Komputer
Komputer Server

Kompetensi Pelaksana

N =

Administrator Aplikasi/server
Pegawai yang Memiliki pengetahuan
dan pengalaman dibidang
pengolahan data secara elektronik;

Pengawasan Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga

ditingkat pengawasan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya terkait;

. Dilakukan sistem pengendalian

internal pemerintah dan pengawasan
fungsional oleh inspektorat; dan

. Dilakukan secara berkelanjutan/ .

periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Administrator Aplikasi/Server
minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi melalui Aplikasi diberikan
dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat




dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1.

Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan,;

Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kinerja
pelaksana dilakukan secara rutin
dan evaluasi minimal 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun; dan
Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi:Jombang
Pada tanggal : 61 Jamari 2023

NIB/ f9697002 198903 1 002




LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / 001 /45.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Denda
(Administratif)

No Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service

Delivery)

1. | Persyaratan Pelayanan

Quicn B

1. Surat Permohonan;
2.
3. Surat Kuasa bermaterai

Fotokopi tanda bukti identitas (KTP/KK);
(dalam hal
dikuasakan pengurusan kepada pihak
lain);

Fotokopi SPPT/ SKPD/ STPD;
Bukti — bukti lain yang diperlukan;
Kontak Person;

2. | Sistem dan Mekanisme
Penyelesaian

Waiib Pajak datang ke Kantor
Bapenda dengan membawa
; : persyaratan

Petugas Pelayanan menerima dan memvériﬁkasi
berkas dari WP

Berkas diperiksa oleh Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan/Pelaporan

Kasubbid Penagihan menginstruksikan petugas
. untuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan
3 dalam berita Acara Pemeriksaan
Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan antar

Bidang dan dituangkan dalam Notuien

- Petugas membuat Draft 5K Kepala Badan untuk
ditandatangani ; ;

SK Kepala Badan disetujui dan diserahkan kepada
Wajib Pajak

Wajib Pajak membawa persyaratan
tersebut di atas kepada bagian loket
pelayanan;

Petugas pelayanan menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan Wajib
Pajak;

Setelah berkas persyaratan lengkap,
dibawa ke Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan;
Berkas permohonan Wajib Pajak
diidentifikasi oleh Kasubbid Penagihan
atau Kasubbid Pelaporan;

Kasubbid Penagihan atau Kasubbid
Pelaporan membuat surat tugas
pemeriksaan;

Petugas yang ditunjuk melakukan




pemeriksaan dan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan;

7. Hasil BAP dibahas dalam Rapat
pembahasan lintas Bidang;

8. Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar
Bidang dituangkan dalam Notulen;

9. Petugas menyiapkan Surat Keputusan
Kepala Badan;

10. Draft SK Kepala Badan disampaikan
kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang untuk
ditandatangani.

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

1. 15 (lima belas) menit untuk verifikasi
diloket pelayanan,;

2. 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi
berkas permohonan penghapusan/
pengurangan;

3. 6 (enam)) bulan untuk proses Surat
Keputusan Kepala Badan;

4. | Biaya / Tarif

Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)

5. | Produk Pelayanan

SK Kepala Badan

6. | Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

Telepon (0321-873331)

WhatsApp : 081232738004 /8005

email : bapenda@jombangkab.go.id

Sosial Media (IG) : @bapendajombang

Kotak Saran

0 Qoo

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1 | Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah 1 Tahun 2020
Kabupaten Jombang Tentang Pajak
Daerah.

2 | Sarana dan Prasarana

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

ol o

3 | Kompetensi Pelaksana

(S

Pegawai yang memiliki pengetahuan

peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang operator komputer;

3. Mempunyai kemampuan untuk
melakukan identifikasi permasalahan
masalah pajak daerah;

4. Memiliki kemampuan mengolah data

secara elektronik.

4 | Pengawasan Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga
ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional




oleh inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan/ periodik.

Jumlah Pelaksana Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan 1. Informasi yang diberikan dijamin
Keselamatan Pelayanan keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pembm&Utarna uda
NIP 19691002 198903 1 002



LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973/ 0O\ /A15.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Kompensasi (Lebih Bayar / Dobel Bayar)

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan;

2. Fotokopi tanda bukti identitas (KTP /
KK);

3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal
dikuasakan pengurusan kepada pihak
lain);

4. Fotokopi Tanda Bukti Lunas lima tahun
terakhir;

5. Bukti-bukti lain yang diperlukan;

6. Kontak Person.

Sistem dan
Mekanisme
Penyelesaian

Wajib Pajak datang ke Kantor
Bapenda dengan membawa
persyaratan

Petugas Pelayanan menerima dan
memverifikasi berkas dariwp =~

Berkas diperiksa oleh Bidang
Penagihan dan Pelaporan cq.
Subbid Penagihan

Kasubbid Penagihan menginstruksikan
petugas untuk melakukan pemeriksaan
dan dituangkan dalam berita Acara
Pemeriksaan

Hasil BAP dibahas dalam Rapat
Pembahasan antar Bidang dan dituangkan
dalam Notulen

Petugas membuat telaahan Staf/ Telaahan
Dinas dan menyiapkan Draft SK Kepala
Badan/Bupati

Petugas menyerahkan Draft SK Bupati ke Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kab. Jombang/ Draft SK
Kepaia Badan ke Kepala Badan

SK Kepala Badan disetujui dan diserahkan
kepada Wajib Pajak

1. Wajib Pajak membawa persyaratan
tersebut di atas kepada bagian loket
pelayanan;

2. Petugas pelayanan menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan Wajib
Pajak;




10.

. Setelah berkas persyaratan lengkap,

dibawa ke Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan;

. Berkas = permohonan  Wajib  Pajak

diidentifikasi oleh Kasubbid Penagihan
atau Kasubbid Pelaporan;

Kasubbid Penagihan atau Kasubbid
Pelaporan membuat surat tugas
pemeriksaan;

. Petugas yang ditunjuk melakukan

pemeriksaan dan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan;

. Hasil BAP dibahas dalam Rapat

pembahasan lintas Bidang;

. Hasil keputusan Rapat Pembahasan

antar Bidang dituangkan dalam Notulen;

. Petugas menyiapkan Surat Keputusan

Kepala Badan;

Draft SK Kepala Badan disampaikan
kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang untuk

ditandatangani.
3. | Jangka Waktu 1. 15 (lima belas) menit untuk verifikasi di
Penyelesaian loket pelayanan;
2. 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi
berkas permohonan Kompensasi;
3. 12 (dua belas) bulan untuk proses Surat
Keputusan permohonan Kompensasi.
4. | Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5. | Produk Pelayanan SK Kepala Badan
6. | Penanganan 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan

Pengaduan, Saran
dan Masukan

2.

Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG): @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1

Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah 1 Tahun 2020

Kabupaten Jombang Tentang Pajak
Daerah.

Sarana dan Prasarana

G G do =

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi,

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

Kompetensi Pelaksana

. Pegawai yang memiliki pengetahuan

peraturan perundang-undangan;

. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan

pengalaman dibidang operator komputer;

. Mempunyai kemampuan untuk




melakukan identifikasi permasalahan
masalah pajak daerah;

. Memiliki kemampuan mengolah data

secara elektronik.

Pengawasan Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga

ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

. Dilakukan secara berkelanjutan/

periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1.

Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi:Jombang
Pada tanggal : 02 Januaci 2023

KEFALA/’BADAN PENDAPATAN
\'UPATEN JOMBANG
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LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 913 /_ 00 /A€43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Restitusi karena Lebih Bayar

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan
Pelayanan

ol

o it B

Surat Permohonan

Fotokopi tanda bukti identitas (KTP / KK)
Surat Kuasa bermaterai (dalam hal
dikuasakan pengurusan kepada pihak lain )
Tanda Bukti Lunas lima tahun terakhir
Bukti-bukti lain yang diperlukan

Kontak Person

Sistem dan
Mekanisme
Penyelesaian

Wajib Pajak datang ke
Kantor Bapenda dengan
. membawa persyaratan

Petugas Pelayanan menerima dan
' memverifikasi berkas dari WP

Berkas diperiksa oleh Bidang Penégihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan

Kasubbid Penagihan menginstruksikan petﬁgas untuk
melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam berita
Acara Pemeriksaan

‘Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan antar
- Bidang dan dituangkan dalam Notulen
Petugas membuat telaahan Staf/ Telaahan Dinas
dan menyiapkan Draft SK Kepala Badan/Bupati

Petugas menyerahkan Draft SK Bupati terkait
Restitusi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kab. jombang

SK Bupati disampaikan kepada BPKAD untuk proses
Rastitusi lebih lanjut

: SK Bupati diserahkan kepada Wp

Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut
di atas kepada bagian loket pelayanan;
Petugas pelayanan menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan Wajib
Pajak;

Setelah berkas persyaratan lengkap,
diditeruskan ke Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan;

Berkas permohonan Wajib Pajak
diidentifikasi oleh Kasubbid Penagihan
atau Kasubbid Pelaporan;

Kasubbid Penagihan atau Kasubbid




Pelaporan membuat surat tugas
pemeriksaan;

Petugas yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan;

Hasil BAP dibahas dalam Rapat
pembahasan lintas Bidang dan dituangkan
dalam notulen;

Petugas menyiapkan Surat Keputusan
Kepala Badan;

Draft SK Kepala Badan disampaikan kepadg
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang untuk
ditandatangani.

10. SK Kepala Badan disampaikan ke BPKAD

untuk proses Restitusi lebih lanjut.

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian

15 (lima belas) menit untuk verifikasi di
loket pelayanan;

30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi
berkas permohonan Restitusi lebih bayar;
12 (dua belas) bulan untuk proses Surat
Keputusan Restitusi.

4. | Biaya / Tarif

Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)

S. | Produk Pelayanan

SK Kepala Badan

6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

1.

2.

Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id

d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1 | Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah 1 Tahun 2020 Kabupaten
Jombang Tentang Pajak Daerah.

2 | Sarana dan
Prasarana

I 0 b0 =

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

3 | Kompetensi
Pelaksana

. Pegawai yang memiliki pengetahuan

peraturan perundang-undangan;

. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan

pengalaman dibidang operator komputer;

. Mempunyai kemampuan untuk melakukan

identifikasi permasalahan masalah pajak
daerah;

. Memiliki kemampuan mengolah data secara

elektronik.

4 | Pengawasan Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga

ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;




3.

. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan
Dilakukan secara berkelanjutan/ periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan 1. Informasi yang diberikan dijamin
dan Keselamatan keabsahannya dan dapat
Pelayanan dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung.

Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
Pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 02 Janvan 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
APATA AERE
KNS ’HARTONO .Sos|, MM.
b, Pembma Utama Muda
NIP 19691002 198903 1 002




LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 /_00\ /45.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2
(Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI/ TIDAK MAMPU/ VETERAN/ JANDA atau
DUDA VETERAN/ BADAN)

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan
Pelayanan

N @

®

1. Surat Permohonan;
2.
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal

Fotokopi tanda bukti identitas (KTP / KK);

dikuasakan pengurusan kepada pihak lain);
Fotokopi Surat Keterangan Pengurangan
Tahun sebelumnya (jika pernah
mengajukan);

Fotokopi Bukti Lunas pembayaran PBB
tahun sebelumnya;

Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
Persyaratan lainnya yang mendukung
berkaitan dengan permohonan pengurangan;
Pembayaran PBB-P2 antara lain SK Pensiun/
Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu
Anggota Veteran/Laporan Keuangan;

. Kontak Person.

Sistem dan
Mekanisme
Penyelesaian

Wasls Pajak datang ke
Kantor Bapends dengan
i Penagihan/Pelaporan :

Petugas Peldyanan meneama dan
memventikasi berkas dan we
Beskaz diperikes oich Sidang Pensgihan dan Pelsporan
oq. Subbid

melzkukan pemerikssan dan dituangkan dalam bera
Acasa Pemeriksaan

#Hasl AP dbahas dalam Repat Pembahasan antac
Budang dan dituangkan dalam Notulen
Petuzas membust Draft SX Kepals Badan untuk

dnandatangan
© SK Kepala Badon disetujui dan disershkan kepada
7 5 P2

. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut

di atas kepada bagian loket pelayanan;
Petugas pelayanan menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan Wajib




Pajak;

Setelah berkas persyaratan lengkap,
diteruskan ke Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan;

Berkas permohonan Wajib Pajak
diidentifikasi oleh Kasubbid Penagihan atau
Kasubbid Pelaporan;

Kasubbid Penagihan atau Kasubbid
Pelaporan membuat surat tugas
pemeriksaan;

Petugas yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan;

Hasil BAP dibahas dalam Rapat pembahasan
lintas Bidang dan dituangkan dalam
notulen;

Petugas menyiapkan Surat Keputusan
Kepala Badan,;

Draft SK Kepala Badan disampaikan kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang untuk ditandatangani.

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian

15 (lima belas) menit untuk verifikasi di loket
pelayanan;

30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi
berkas permohonan Pengurangan PBB-P2;

3 (tiga) bulan untuk proses SK Kepala

Badan permohonan Pengurangan PBB-P2.

4. | Biaya / Tarif

Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)

5. | Produk Pelayanan

SK Kepala Badan

6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

1.

2.

Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :
Telepon (0321-873331)

WhatsApp : 081232738004 /8005
email : bapenda@jombangkab.go.id
Sosial Media (IG) : @bapendajombang
Kotak Saran

PROCHE

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1 | Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah 1 Tahun 2020 Kabupaten
Jombang Tentang Pajak Daerah.

2 | Sarana dan
Prasarana

P iid =

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

3 | Kompetensi
Pelaksana

. Pegawai yang memiliki pengetahuan

peraturan perundang-undangan;

. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan

pengalaman dibidang operator komputer;

. Mempunyai kemampuan untuk melakukan

identifikasi permasalahan masalah pajak
daerah;
Memiliki kemampuan mengolah data secara




elektronik.

Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang hingga
ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan/ periodik.

Jumlah Pelaksana Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan 1. Informasi yang diberikan dijamin
dan Keselamatan keabsahannya dan dapat
Pelayanan dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

Pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi:Jombang
Pada tanggal O lanuard 2023

m——

KEpr;A»mAN PENDAPATAN

HARToNo .
Pembma Uthha M{Jda
NIP. 19691002 198903 1 002




LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 /_CO) /415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah Lainnya
(selain PBB-P2 dan BPHTB)

No Komponen Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

Surat Permohonan

. Fotokopi tanda bukti identitas (KTP / KK)
Surat Kuasa bermaterai ( dalam hal
dikuasakan pegurusan kepada pihak lain )
Fotokopi SKPD/ STPD

Bukti — bukti lain yang diperlukan

Kontak Person

1. | Persyaratan
Pelayanan

ok o

O LA o

2. Slstem. dan el i dtang ke
Mekamsmp .
Penyelesaian

<q. Subbid Penagihan/Pelaporan

melakukan pemeriksaan dan dituangian dalam benta
Acara Pemeriksaan :

Hasd BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan antar

Petisgas membuat Oraft SKKepala Badan tntuk
SX Xepaia Sadan disetujui dan diserahkan kepade
Wab Pajsk

1. Wajib Pajak membawa persyaratan
tersebut di atas kepada bagian loket
pelayanan;

2. Petugas pelayanan menerima dan
memuverifikasi berkas persyaratan Wajib
Pajak;

3. Setelah berkas persyaratan lengkap,
diteruskan ke Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan;

4. Berkas permohonan Wajib Pajak
diidentifikasi oleh = Kasubbid Penagihan
atau Kasubbid Pelaporan;

5. Kasubbid Penagihan atau Kasubbid
Pelaporan  membuat surat tugas
pemeriksaan;




6. Petugas yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan dan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan;

7. Hasil BAP dibahas dalam Rapat
Pembahasan lintas Bidang;

8. Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar
Bidang dituangkan dalam Notulen;

9. Petugas menyiapkan Surat Keputusan
Kepala Badan;

10. Draft SK Kepala Badan disampaikan
kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang untuk
ditandatangani.

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian

1. 15 (lima belas) menit untuk verifikasi di
loket pelayanan;

2. 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi
berkas permohonan Pengurangan;

3. 3 (satu) bulan untuk proses Surat
Keputusan kepala Badan;

4. | Biaya / Tarif

Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)

S. | Produk Pelayanan

SK Kepala Badan

6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
a. Telepon (0321-873331)
b. WhatsApp : 081232738004 /8005
c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d
e

. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1 | Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah 1 Tahun 2020 Kabupaten
Jombang Tentang Pajak Daerah.

2 | Sarana dan
Prasarana

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

AEaS e

3 | Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang operator komputer;

3. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan masalah pajak
daerah;

4. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.




Pengawasan Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga

ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan/ periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan 1. Informasi yang diberikan dijamin
dan Keselamatan keabsahannya dan dapat
Pelayanan dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung.

Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
Pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi:Jombang
Pada tanggal : 02 Januarl 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN

Pembma;i]tama uda
NIP 19591002 198903 1 002



LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : Q73/_00t /A5 .43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak/ Pembayaran Pajak
Secara Angsuran Pajak Lainnya (selain PBB-P2 dan BPHTB)

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan
Pelayanan

of ol o

oo B

Surat Permohonan

Fotokopi tanda bukti identitas (KTP / KK)
Surat Kuasa bermaterai ( dalam hal
dikuasakan pegurusan kepada pihak lain )
Fotokopi SKPD/ STPD

Bukti — bukti lain yang diperlukan

Kontak Person

Sistem dan
Mekanisme
Penyelesaian

. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut

Waib Paiak datang ke
Kanty Bapends dengan

»quﬁmwmm'

q.ibMPB'ﬁgiWPelapuan

SK Kopalz Badan Ssotup dan drarshbban kepsda
waib Paak ¢ :

di atas kepada bagian loket pelayanan;
Petugas pelayanan menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan Wajib
Pajak;

Setelah  berkas  persyaratan  lengkap,
diteruskan ke Bidang Penagihan dan
Pelaporan cq. Subbid Penagihan;

Berkas permohonan Wajib Pajak
diidentifikasi oleh Kasubbid Penagihan atau
Kasubbid Pelaporan;

Kasubbid Penagihan atau Kasubbid
Pelaporan membuat surat tugas




10.

pemeriksaan ;

Petugas yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan;

Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan
lintas Bidang;

Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar
Bidang dituangkan dalam Notulen;

Petugas menyiapkan Surat Keputusan
Kepala Badan;

SK Kepala Badan diajukan ke Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
untuk ditandatangani;

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian

. 15 (lima belas) menit untuk verifikasi di loket

pelayanan;

. 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi

berkas permohonan;
1 (satu) bulan untuk proses Surat Keputusan
Kepala Badan;

4. | Biaya / Tarif

Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)

5. | Produk Pelayanan

SK Kepala Badan

6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

1.

2.

Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :

. Telepon (0321-873331)

WhatsApp : 081232738004 /8005
email : bapenda@jombangkab.go.id

. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
Kotak Saran

°po o

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1 | Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah 1 Tahun 2020 Kabupaten
Jombang Tentang Pajak Daerah.

2 | Sarana dan
Prasarana

L 50 o =

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

3 | Kompetensi
Pelaksana

p—t

Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;
Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang operator komputer;

. Mempunyai kemampuan untuk melakukan

identifikasi permasalahan masalah pajak
daerah;

Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.

4 | Pengawasan Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga di
tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan




3. Dilakukan secara berkelanjutan/ periodik.

Jumlah Pelaksana Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan 1. Informasi yang diberikan dijamin
dan Keselamatan keabsahannya dan dapat
Pelayanan dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung.

Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

Pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 02 Jamuad 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
nAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pembma U'tama Muda
NIP 19691002 198903 1 002



LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 913 /| 06 /415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak/ Pembayaran
Secara Angsuran PBB P2

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan
Pelayanan

PN

o s

Surat Permohonan

Fotokopi tanda bukti identitas (KTP/KK)
Surat Kuasa bermaterai (dalam hal
dikuasakan pengurusan kepada pihak lain)
Fotokopi SPPT PBB-P2

Bukti — bukti lain yang diperlukan

Kontak Person

Sistem dan
Mekanisme
Penyelesaian

Wajh Pajak datang ke
Kantor Bapenda dengan
membawa

Petugas Pelayanan menerima dan
Berkas diperiksa oleh Bidang Penagihan dan Pelapormn
o Sublsd Penagihan/Pelaporan

melakukan pemeriksaan dan dtuanskan dalam benta
Acars Pemeriksaan

Mwmmmmm
Bidang dan ditvangkan dalam Notulen
: Petugas membuat Draft SK Kepala Badian untuk
ditandatangan

=X Kepala Badan disetujui dan disershkan kepada
 Waj Pajak

. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut

di atas kepada bagian loket pelayanan

. Petugas pelayanan menerima dan

memverifikasi berkas persyaratan Wajib
Pajak

Setelah

berkas

persyaratan

lengkap,

diteruskan ke

Bidang Penagihan dan

Pelaporan cq. Subbid Penagihan
Berkas permohonan Wajib Pajak
diidentifikasi oleh Kasubbid Penagihan
atau Kasubbid Pelaporan




S. Kasubbid Penagihan atau Kasubbid
Pelaporan membuat surat tugas
pemeriksaan

6. Petugas yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan

7. Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan
lintas Bidang

8. Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar
Bidang dituangkan dalam Notulen

9. Petugas menyiapkan Surat Keputusan
Kepala Badan;

10. Draft SK Kepala Badan diajukan ke Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jombang untuk ditandatangani;

3. | Jangka Waktu 1. 15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket
Penyelesaian pelayanan
2. 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi
berkas permohonan
3. 1 (satu) bulan untuk proses Surat
Keputusan permohonan
4. | Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5. | Produk Pelayanan SK Kepala Badan
6. | Penanganan 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Pengaduan, Bapenda Kabupaten Jombang;
Saran dan 2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
Masukan

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah 1 Tahun 2020 Kabupaten
Jombang Tentang Pajak Daerah.

Sarana dan
Prasarana

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

I e O

Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang operator komputer;

3. Mempunyai kemampuan untuk melakukan
identifikasi permasalahan masalah pajak
daerah;

4. Memiliki kemampuan mengolah data secara
elektronik.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga
ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal




pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan/periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1.

Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung.

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal 01 Jarndan 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Perribina Uta l\/[uda
NIP 19691002 198903 1 002



LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973/_00I /45.42/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Penyuluhan Pajak Daerah

No Komponen Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1. | Persyaratan Pelayanan 1. Adanya surat permohonan
dari Wajib Pajak

2. Surat dari OPD

3. Adanya Peraturan dan
Perundang-undangan yang
baru

4. Rencana Kerja Penyuluhan

2. | Sistem dan Wajib Pajak datang ke

Mekanisme Kantor Bapenda dengan
Penyelesaian membawa persyaratan

- Kepala Badan memberikan tugas
kepada Petugas Penyuluhan

Pelaksanaan Kégiatah Penyuluhan
~ Pajak Daerah :

Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan

_ Pajak Daerah

Laporan Kegiatan-Penyuluhan Péjak
~ Daerah :

1. Kepala Badan memerintahkan Petugas
untuk melaksanakan kegiatan
Penyuluhan Pajak Daerah

2. Petugas yang telah ditunjuk
mempersiapkan kegiatan Penyuluhan
Pajak Daerah

3. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan
Pajak Daerah

4. Dokumentasi

5. Membuat Laporan

3. | Jangka Waktu Maksimal 5 (lima) hari kerja
Penyelesaian
4. | Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)
S. | Produk Pelayanan 1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan
pajak daerah;

2. Tersampaikannya informasi tentang




Pajak Daerah ke Wajib Pajak

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1

. Pengaduan Langsung melalui
Pelayanan Bapenda Kabupaten
Jombang;

. Pengaduan Tidak Langsung melalui:

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1

Dasar Hukum

1.

Peraturan Daerah 1 Tahun 2020
Kabupaten Jombang Tentang Pajak
Daerah.

Sarana dan Prasarana

gL

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

Kompetensi Pelaksana

Pegawai yang memiliki pengetahuan

peraturan perundang-undangan;

. Pegawai yang Memiliki pengetahuan
dan pengalaman dibidang operator
komputer;

. Mempunyai kemampuan untuk

melakukan identifikasi permasalahan

masalah pajak daerah;

Memiliki kemampuan mengolah data

secara elektronik.

Pengawasan Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga di
tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

. Dilakukan secara berkelanjutan/
periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,

le

ngkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data

dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja
pelaksana dilakukan secara rutin dan
evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun; dan




2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pemblna U ama Muda
NIP 19691002 198903 1 002




LAMPIRAN XVIII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 973 / @0\ /415.43/ 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Surat Keterangan Bebas BPHTB,
Verifikasi dan Validasi BPHTB

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1.

Persyaratan Pelayanan

Verifikasi dan
Validasi BPHTB

Persyaratan
Pembayaran SSPD
BPHTB

1.

1.

Wajib pajak melakukan pengajuan dan
pelaporan BPHTB melalui notaris/PPAT
yang telah terdaftar dalam sistem E-
BPHTB;

Wajib Pajak menyerahkan berkas
pengajuan BPHTB ke notaris. Adapun
berkas pengajuan BPHTB sebagai
berikut:

a. Bukti kepemilikan objek pajak

b. KTP/KK pemberi hak dan
penerima hak

c. SPPT PBB-P2 dan bukti bayar
PBB-P2 tahun berjalan

d. Foto objek pajak

e. Titik koordinat/lokasi objek pajak
sesuai google maps

f. Draft Akta hibah (untuk
pengajuan Hibah)

g. Draft Akta Jual Beli (untuk
pengajuan jual beli)

h. Surat Pemesanan/Penawaran
Rumah /Tanah (bila ada)

1. Surat keterangan kematian dan
surat keterangan ahli waris
(untuk Waris)

j. Draft Akta Pelepasan Hak (untuk
peralihan hak berupa Pelepasan
Hak dan Pemberian Hak Baru
sebagai Kelanjutan Pelepasan
Hak)

k. Dokumen lain yang mendukung

Menunjukan SSPD BPHTB




Surat Keterangan
Bebas (SKB) BPHTB

1.

Wajib Pajak menyerahkan berkas

pengajuan SKB BPHTB, sebagai berikut:

a. Fotokopi KTP/ KK

b. Fotokopi SPPT PBB-P2 dan STTS
PBB-P2 tahun berjalan

c. Fotokopi bukti kepemilikan objek
pajak

d. Fotokopi sertifikat PTSL (untuk
pengajuan PTSL)/ Akta Wakaf

Sistem dan
Mekanisme
Penyelesaian

Verifikasi dan
Validasi BPHTB

Pembayaran SSPD
BPHTB

Petugas Byanan melikokan verifikas atas
kesesuaian berkac yang dupioad dengan
Draft 8PHTS

#as kelengkapan berkas pengajuan

¥asubid Penztapan mebiulan verfikss
kesesuaian nila yang tertera pada drat 8PHTS
5 :

Katéd Penesapan dan Pengelahan Data
melakucan verrikasi uling atas kesesuzian nllal
yangtertera nada draft BRHTE sesua jenis

serolchan hak

sslesal dan SSPD dapat detak oish
Notare/PPAT

Wajib Pajak melaporkan nilai perolehan
objek pajak beserta berkas pengajuan
BPHTB melalui sistem E-BPHTB;
Petugas layanan melakukan verifikasi
atas kesesuaian data pada draft BPHTB
dengan berkas pengajuan;

Petugas admin melakukan verifikasi atas
kelengkapan berkas pengajuan,;

Kasubid Penetapan melakukan verifikasi
kesesuaian nilai yang tertera pada draft
BPHTB sesuai jenis perolehan hak;
Kabid Penetapan dan Pengolahan Data
melakukan verifikasi ulang atas
kesesuaian nilai yang tertera pada draft
BPHTB sesuai jenis perolehan hak;
Proses verifikasi dan validasi BPHTB
telah selesai dan SSPD dapat dicetak
oleh notaris/PPAT.

Wajib Pajak {Notaris/PPAT}
menunjukkan SSPD BPHTB

pada loket Pembayaran
yangtelahditunjukoleh
Kab.lombang

Setelah terproses ofeh Loket Pembayaran,

diterbitkan BuktiBayar BPHTB dan
diserahkan kepada Wajib Pajak




~

Pembuatan Surat
Keterangan Bebas (SKB)
BPHTB

Wajib Pajak menunjukan dan
menyerahkan SSPD BPHTB di loket
pembayaran BPD Jatim;

Wajib Pajak menerima bukti bayar
BPHTB yang telah disahkan oleh
petugas Bank Jatim.

Wajib Pajak mengajukan
permohonan 5KB 8PHTS

Petugas Layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas
pengajuan dari WP

Berkas diserahkan kepada Kesekretariatan untuk diajukan kepada Kepata
Badan z

Kepala Badan memberikan instruksi melalui lembar Dssposs: ke Bidang
terkait untuk melakukan prosesinput Data permohonan Bebas BPHTB

Petugas membuat SK Kepala Badan atas persetujuan atau penolakary
permohonan WP terkait Bebas BPHTB

Wajib Pajak menyerahkan persyaratan
pembuatan SKB BPHTB ke Badan
Pendapatan Daerah;

Petugas layanan melakukan verifikasi
dan mengentry data atas berkas
pengajuan;

Petugas Bidang Penetapan dan
Pengolahan Data mencetak Surat
Keterangan Bebas BPHTB sebanyak 3
(tiga) lembar, dengan rincian:

a. Lembar pertama diparaf oleh
Kasubbid, Kabid, dan Sekretaris
untuk arsip

b. Lembar kedua untuk Wajib Pajak
dan diserahkan ke loket

c. Lembar ketiga untuk arsip Bidang
Penetapan dan Pengolahan Data

Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja untuk verifikasi dan
Penyelesaian validasi SSPD BPHTB;
3 (tiga) hari kerja untuk pembuatan
Surat Keterangan Bebas BPHTB.
Biaya / Tarif Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)
Produk Pelayanan SSPD BPHTB
SKB BPHTB

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005




c. email : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 29
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Bupati Jombang No 8 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan

Peraturan Daerah 1 Tahun 2020
Kabupaten Jombang Tentang Pajak
Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020
Tentang Perubahan Peraturan Bupati
Jombang No 8 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Melalui Dana
Masyarakat Di Kabupaten Jombang
Perbup 83 Tahun 2020 Sistem
Elektronik Pajak Daerah

Surat Edaran

Nomor: 065/4051/415.43 /2023 Tentang
Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Setiap Wajib Pajak

Perjanjian Kerja Sama Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
dengan Kantor Pertanahan Kabupaten
Jombang
Nomor:180/3572/415.43 /2020, Nomor:
02/PKS-35.17/VI/2020 Tentang
Keterpaduan Data Dan Informasi
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dalam Kaitannya
dengan Pendaftaran Hak atas Tanah
atau Pendaftaran Peralihan Hak atas
Tanah

Sarana dan Prasarana

P s o=

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Mesin Antrian

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.




Kompetensi Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang operator
komputer;

3. Mempunyai kemampuan untuk
melakukan identifikasi permasalahan
masalah pajak daerah;

4. Memiliki kemampuan mengolah data
secara elektronik.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga
ditingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan/
periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan|
dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkandi: Jombang
Pada tanggal : 01 Januari 2023

KE?ALA!BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUP. JEN JOMBANG

BADA d
PENDAPATAN DAY DA __ﬁ-
Ly P‘I‘KRESNbQ‘[ Sos. IMM.
Pemblna Uthma Muda
NIP 19691002 198903 1 002

i
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LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 973/ 0o\ /442 / 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pelayanan Permohonan Keringanan BPHTB

No

Komponen

Uraian

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

1. | Persyaratan Pelayanan 1. Bukti Kepemilikan Objek pajak;

2. KTP/KK pemberi hak dan penerima hak;

3. SPPT PBB-P2 dan bukti bayar PBB-P2
tahun berjalan;

4. Foto Objek Pajak;

5. Titik koordinat/lokasi objek pajak sesuai
google maps;

6. Draft Akta hibah (untuk pengajuan
Hibah);

7. Draft Akta Jual Beli (untuk pengajuan
jual beli);

8. Surat Pemesanan/Penawaran Rumah/
Tanah (bila ada);

9. Surat keterangan kematian dan surat
keterangan ahli waris (untuk Waris);

10. Draft Akta Pelepasan Hak (untuk
peralihan hak berupa Pelepasan Hak dan
Pemberian Hak Baru sebagai Kelanjutan
Pelepasan Hak);

11. Dokumen lain yang mendukung;

12. Kontak Person.

2. | Sistem dan Wajib Pajak mengajukan

Mekanisme
Penyelesaian

. - keringanan melalui Notaris
.- dengan menggunakan
sistem E-BPHTEB maksimal 3
{tiga) kali pengajuan

Permohonan keringanan fangsung divéﬁﬁkasi
oleh Kabid Penetapan dan Pengoiahan Data

Permohonan yang diajukan leoth dari 3 (tiga) kali, secara
otomatis akan terblokir oleh Sistem dan harus diajukan
permohonan keringanan secara langsung ke kantor

| diperiukan pengumpulan
data oleh tim venﬁka<| atas instruksi dari Kepala
Badan berdasarkan rekomendasl dari Kabid Penetapan

g .
Acara venﬁkasx sebaga: perumbangan atas hasn
keringanan S

Kabid Penetapan dan Pengolahan Data memproses -
pengajuan keringanan sesuai dengan hasil verifikasi pada

sistem E-BPHTB

1. Wajib pajak mengajukan keringanan




melalui notaris dengan menggunakan
sistem E-BPHTB;

Permohonan keringanan dapat dilakukan
sebanyak tiga (3) kali melalui sistem E-
BPHTB;

Permohonan keringanan diverifikasi
langsung oleh Kabid Penetapan dan
Pengolahan Data;

Apabila permohonan keringanan
dilakukan lebih dari tiga (3) kali maka
pelaporan BPHTB akan terblokir dalam
sistem E-BPHTB;

Apabila pelaporan BPHTB terblokir secara|
sistem, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan keringanan secara langsung
ke Kabid Penetapan dan Pengolahan
Data;

Apabila diperlukan berdasarkan
rekomendasi Kabid Penetapan dan
Pengolahan Data, Kepala Badan dapat
menugaskan tim verifikasi untuk
melaksanakan pengumpulan data atas
Objek BPHTB yang dimohonkan
pengurangan;

Hasil verifikasi atas objek BPHTB
dituangkan dalam berita acara verifikasi
sebagai pertimbangan atas hasil
keringanan;

Kabid Penetapan dan Pengolahan Data
memproses pengajuan keringanan sesuai
dengan hasil verifikasi pada sistem E-
BPHTB.

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian

14 (empat belas) hari Kerja

4. | Biaya / Tarif

Layanan Tidak dipungut biaya (GRATIS)

5. | Produk Pelayanan

SSPD BPHTB

6. | Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1.

2

Pengaduan Langsung melalui Pelayanan
Bapenda Kabupaten Jombang;
Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0321-873331)

b. WhatsApp : 081232738004 /8005

c. emalil : bapenda@jombangkab.go.id
d. Sosial Media (IG) : @bapendajombang
e. Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)

1 [Dasar Hukum

1.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 29
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Bupati Jombang No 8 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan




Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea,
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah 1 Tahun 2020
Kabupaten Jombang Tentang Pajak
Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020
Tentang Perubahan Peraturan Bupati
Jombang No 8 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Melalui Dana
Masyarakat Di Kabupaten Jombang
Perbup 83 Tahun 2020 Sistem Elektronik
Pajak Daerah

Surat Edaran

Nomor: 065/4051/415.43/2023 Tentang
Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
Untuk Setiap Wajib Pajak

Perjanjian Kerja Sama Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jombang dengan
Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang
Nomor:180/3572/415.43 /2020, Nomor:
02/PKS-35.17/VI/2020 Tentang
Keterpaduan Data Dan Informasi
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dalam Kaitannya
dengan Pendaftaran Hak atas Tanah atau
Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah

Sarana dan Prasarana

B O o (R 1=

Ruang / loket Operator;
Komputer;

Meja dan Kursi;

Mesin Antrian

Printer & Mesin Fotokopi;
Jaringan Komputer.

Kompetensi Pelaksana

Pegawai yang memiliki pengetahuan
peraturan perundang-undangan,;
Pegawai yang Memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang operator komputer;
Mempunyai kemampuan untuk
melakukan identifikasi permasalahan
masalah pajak daerah;

Memiliki kemampuan mengolah data
secara elektronik.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara berjenjang hingga di
tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya terkait;

Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat; dan

Dilakukan secara berkelanjutan/
periodik.

Jumlah Pelaksana

Petugas Pelayanan minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.




i~

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

Petugas yang memberikan data dan
informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

Ditetapkan di: Jombang
Pada tanggal : 01 Jamari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KAB PATEN JOMBANG
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' ~Pembina Utama Muda
NIP. 19691002 198903 1 002




